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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di lembaga 

pemerintahan dilaksanakan di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi 

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah 

Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli – 5 

Juli 2018. Berdasarkan kegiatan PKPA tersebut dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kegiatan PKPA meningkatkan pemahaman calon apoteker 

tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker 

dalam lembaga pemerintahan. 

2. Kegiatan PKPA membekali calon apoteker sehingga memiliki 

wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis 

untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga 

pemerintahan. 

3. Kegiatan PKPA mempersiapkan calon apoteker dalam 

memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. 

 

5.2 Saran 

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di bidang 

pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian 

dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli – 5 Juli 2018. 

Berdasarkan kegiatan PKPA tersebut dapat diberikan saran bahwa 

kegiatan PKPA di lembaga pemerintahan di Bidang Sumber Daya 
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Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan 

Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

perlu diterapkan pada PKPA periode selanjutnya karena telah dapat 

meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, 

posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan, 

serta pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan. 

 



187 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1131/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat.  

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.  

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.00.05.4.1380 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 

tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang 

Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah 

Tangga. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu 

Obat Tradisional. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis 

Bahan Kosmetika. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Obat – Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, 



188 
 

 
 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian. 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 

2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 

2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 

2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar 

Farmasi. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, 

dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin 

Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 



189 
 

 
 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2016 tentang Apotek. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang 

Pedagang Besar Farmasi. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, 

Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi 

Kosmetika. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat 

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat 

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat 

Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar 

Farmasi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. 



190 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Pekerjaan Kefarmasian. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara 

Republik Indonesia. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Surat Keputusan Nomor 007/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Peraturan 

Organisasi tentang Rekomendasi Ijin Praktek Atau Kerja. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 


